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Pengantar Penulis ...

Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi; karena
itu, hampir setiap negara bangsa (nation state) menganut
desentralisasi sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan
pemerintah negara. Desentralisasi dipilih bukan hanya sekedar
alternatif dari sentralisasi, melainkan merupakan subsistem
dalam kerangka sistem organisasi negara. Kebijakan desentralisasi
dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan secara vertikal
sebagai areal division of power sebagaimana termaktub dalam
konstitusi. Keberadaan pemerintahan daerah (local government)
serta hubungannya dengan pemerintah pusat (central government)
tergantung pada bentuk dan susunan negaranya yakni apakah
negara itu berbentuk negara kesatuan, negara federal, atau
negara serikat.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik,
sebagai wujud kesepakatan yang dicapai oleh para the founding
fathers. Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi oleh para
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pendiri bangsa ini adalah sangat bijaksana yaitu membangun
persatuan dan kesatuan bangsa dengan bingkai negara kesatuan
melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagai elemen
perekatnya.

Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi, berimplikasi
pada keharusan bagi pemerintah pusat mengimplementasikan
kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, dan pembentukan
daerah otonom serta wilayah administrasi. Dalam usaha
mewujudkan pemerintah daerah yang melayani dan
menyejahterakan rakyat dengan cara-cara yang demokratis,
partisipatif, adil, dan merata, menjadi landasan argumentasi
bahwa pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada
masyarakat dengan kebijakan desentralisasi. Eksistensi
administrasi pemerintahan daerah berkaitan erat dengan sistem
politik dan ketatanegaraan, peraturan perundangan yang
bersumber dari konstitusi, serta sistem administrasi negara/
publik dan kewenangan yang didesentralisasikan kepada
pemerintahan daerah otonom. Demikian pula kehadiran
globalisasi, bukan saja mendorong gerak kehidupan masyarakat
makin dinamis, tetapi juga mendorong berkurangnya peran
negara dalam mengendalikan informasi dan perdagangan
internasional serta terbatasnya kemampuan mengontrol
dinamika masyarakat. Pemerintahan yang terdesentralisasi
dengan memberikan otonomi luas kepada daerah sebagai
langkah strategis menjawab kehadiran globalisasi.

Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada
aparat birokrasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi
yang dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan internal
dan mereduksi tantangan globalisasi menjadi peluang bagi
kemajuan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut, di set up
sebagai upaya pemberdayaan manajemen pemerintahan daerah,
agar aparatnya memiliki kapasitas yang dapat mengadaptasi
dan merespon isu-isu domestik maupun global. Desentralisasi
fiskal, otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, dan
perencanaan adalah dalam rangka empowering manajemen dan
administrasi pemerintah daerah. Tanpa keempat otonomi
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internal tersebut implementasi kebijakan otonomi yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab banyak menghadapi kendala dari
segi manajemen dan administrasi pemerintahan daerah.
Desentralisasi dan otonomi daerah berperan mendekatkan
pemerintah kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan masyarakat
yang baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan
dan kesejahteraan. Implikasinya adalah birokrasi dan manajemen
pelayanan publik di era otonomi daerah, menjadi dekat dengan
masyarakat yang dilayani. Dengan demikian kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah esensinya adalah pemangkasan
biokrasi sebagai upaya nyata meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayaan publik yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel, serta nondiskriminasi.

Buku ini merupakan karya penulis yang dipersentasikan di
dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional; sudah
direvisi dan ditambahi baik teori, dan aplikasinya, juga menjadi
materi kuliah Isu dan kebijakan Otonomi Daerah dan
Administrasi Pemerintahan Daerah untuk strata 1 pada Prodi
Administrasi Negara. Proses terwujudnya pemikiran dalam
karya tulis ini merespon pada permasalahan aktual dari isu
desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terjadi dalam dimensi waktu tertentu,
maka tulisan ini memiliki relevansi kontekstual, meskipun
beberapa issue masih merupakan dilema yang berlanjut. Karena
sifatnya sebagai karya tulis yang lahir dalam rentang waktu
yang cukup lama dan membahas berbagai permasalahan yang
bersinggungan, maka tidak dapat dihindari pemuatan beberapa
alinea secara duplikatif. Meski demikian tentu tetap diharapkan
tidak akan mengganggu pemahaman, karena masing-masing
alinea menjadi bagian yang koheren dari kerangka berpikir
yang berbeda.

Demikian pokok-pokok pikiran yang mengantarkan para
pembaca untuk memahami desentralisasi dan otonomi daerah
di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasinya
dalam merespon tuntutan globalisasi, pengembangan kapasitas
aparatur pemerintah daerah, penataan organisasi perangkat
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daerah yang adaptif responsif dan pelayanan yang exellence.
Dalam kesempatan ini tidak lupa, ucapan terima kasih penulis
sampaikan kepada istri tercinta Dra. Sami Pujistutik, M.Si.,
ibunda Abul Haris Suryo Negoro, atas segala pengorbanannya
selama penyelesaian penulisan buku ini. Semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada semua
pihak yang telah dengan tulus ikhlas membantu penulis
merampungkan penulisan buku ini. Sebagai manusia biasa,
penulis akui bahwa pasti banyak kekurangan, kealpaan, dan
kelemahan yang terdapat dalam tulisan ini. Kendatipun
demikian penulis berharap buku ini membawa manfaat bagi
mahasiswa, pemerhati, praktisi, dan bagi aparat birokrasi
pemerintah.

Jember, 12 Maret 2018
A Kholiq Azhari & Abul Haris SN
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Pengantar Penerbit ...

Salah satu semangat awal digulirkannya otonomi daerah
adalah keinginan untuk mendekatkan negara pada rakyat.
Otonomi daerah secara esensial memberikan keleluasaan
daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.
Kewenangan yang dimiliki daerah menuntut pemerintah daerah
untuk melahirkan pemerintahan yang baik, transparan,
akuntabel serta pelayanan yang berkeadilan. Namun, seiring
berjalannya Era Reformasi, taring desentralisasi masih saja
tumpul di hadapan perubahan yang selalu dinamis. Tidak salah
ketika banyak kalangan yang klaim bahwa desentralisasi tak
ibaratnya dengan sentralisasi, desentralisasi hanyalah penyebaran
para bandit-bandit yang dulunya bersarang di pusat dan kini
merebak di setiap daerah.

Atas dasar kewengan penuh yang dimiliki daerah, para
orang-orang kuat di aras lokal dalam hal ini; elite ekonomi, elite
birokrasi, elite partai politik, elite agama dan elite masyarakat
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kembali mengambil kekuatan bersama dalam proses
pengamanan dengan tujuan kepentingan yang sama yakni,
pemanfaatan kekayaan daerah yang hanya dimiliki dan dikuasai
oleh kelompok koalisi lima elemen tersebut. Nyaris tak ada
gerakan akar rumput yang membendung kekuatan elite di atas.
Andai pun ada, proses penjinakan pada kelompok oposisi yang
kuat terus dijalankan. Butuh iman gerakan yang kokoh jika
kenginan mendekatkan negara pada rakyat masih ada, dan jika
kenginan untuk menumbuh-kembangkan demokratisasi di aras
lokal masih tetap teguh.

Buku ini merupakan karya penulis yang dipersentasikan di
dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional yang
dilengkapi teori, serta masalah-masalah aktual yang terus
menghantui setiap daerah. Kemudian menjadi materi kuliah isu
dan kebijakan Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan
Daerah untuk strata 1 pada Prodi Administrasi Negara.

Terbitnya buku ini diharapkan menambah referensi bagi
khalayak serta melahirkan kesadaran kritis yang berlanjut
pada tindakan nyata demi terwujudnya pemerintahan daerah
yang progresif, transparantif, berkeadilan serta menjauh dari
praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terakhir, masukan atas
penerbitan sangat kami terima demi perbaikan penerbitan
berikutnya.

Selamat membaca! Maru rebut perubahan dengan membaca!
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